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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LANNY JAYA 

  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA 

 
NOMOR : 63/Kpts/KPU-LJ/IV/2017 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah  

Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan 

Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lanny Jaya; 

  b.  bahwa dalam tenggang waktu pengajuan 

Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil 

Pemilihan, tidak terdapat Permohonan 

Penyelesaian Perselisihan Hasil di Mahkamah 

Konstitusi;  
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  c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 

dan Wakil Walikota Terpilih ditetapkan dalam 

Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu 

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang 

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4804); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656)  sebagaimana telah 

beberapa kali diubah,  
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 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

3.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5189); 

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

135, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4151); 

5. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4846); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia      Nomor 5246); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia      Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2015 tentang  Pengelolaan Dana 

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan/atau Wakil Walikota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh 

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010  
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 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 37 Tahun 2008; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya 

Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 

Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan     Umum     Nomor    3    Tahun 2016  
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 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1353); 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391); 

Memperhatikan  : 1. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten 

Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 

tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten 

Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Lanny Jaya Tahun 2017; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lanny Jaya Nomor : 61/Kpts/KPU-LJ/II/2017 

tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya         

Tahun 2017; 
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3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lanny Jaya Nomor : 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya         

Tahun 2017; 

4. Berita Acara (MODEL DB – KWK) tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 

2017, tanggal 24 Februari 2017. 

5. Berita Acara Nomor : 105/BA/KPU-LJ/IV/2017 

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, 

tanggal 07  April 2017; 

6. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017, 

tanggal 13 Maret 2017 perihal Keterangan 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Tahun 2017. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN 

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017 

KESATU  : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Lanny Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 2 (Dua)         

Sdr. Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Sdr. Yemis Kogoya, 

S.IP dengan Perolehan Suara Sah sebanyak 73.748 

(Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh 

Delapan) atau sebanyak 65% (Enam Puluh Lima 

Persen) dari total Suara Sah; 
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KEDUA  : Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, 

ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

Hasil Pemilihan Tahun 2017; 

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 
 
     Ditetapkan di Tiom 
     pada tanggal 07 April 2017 
   

              KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
            KABUPATEN LANNY JAYA, 
 
              ttd  
 
            TANUS KOGOYA  

 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LANNY JAYA 
Kepala Sub Bagian Hukum 

 
 
      Emillia Padua 
 


